
BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI  KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR   60   TAHUN2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  10 TAHUN 2013

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI   BENGKAYANG,

Menimbang     :   a.      bahwa  dengan  dibel.1akukannya  Peraturan  Daerah
Kabupaten   Bengkayang   Nomor   2   Tahun   2019
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor
10    Tahun    2013    tentang    Retribusi    Pelaytanan
Kesehatan ,       perlu       menetapkan       tata      cara
pelaksanaan     pengelolaan     retribusi     pelayanan
kesehata.n Pada Puskesmas dan jaringannya;

b.     bahwa        untuk        melaksanakan        ketentuan
sebagaimana   dimaksud    dalam    huruf   a   perlu
menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat             1.      Pasal   18  Ayat  (6)   Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun  1945;

2.      Undang-Undang   Nomor   10   Tahun   1999   tentang
Pembentukan     Kabupaten     Daerah     Tingkat     11
Bengkayang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahuri      1999  Nomor    44,  Tambahan    Lembaran
Negai.a Republik Indonesia Nomor 3823);

3.      Undang-Undang     Nomor   1   Tahun   2004   tentang
Perbendaharaan       Negara       (Lembaran       Negara
Republik       Indonesia       Tahun       2004       Nomor
5,Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4355);

4.      Undang-Undang  Nomor   28   Tahun  2009   tentang
Pajak   Daerah   dan   Retribusi   Daerah   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2009   Nomor
130,     Tambahan     Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);



5.

6.

7.

Undang-Undang  Nomor   36   Tahun   2009   tent.ang
Kesehatan  (Ijembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun    2009    Nomorl44,    Tambahan    Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Ur]dang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   9   Tahun   2015
tentang   Perubahan   Kedua  Atas   Undang-Undang
Nomor   23    Tahun   2014   tentang   Pemerintahan
Daerah    (I,embaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun    2015    Nomor    58,    Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan   Pemerintah    Nomor   69   Tahun   2010
tentang  Tat..a  Cara  Pemberian   dan   Pemanfaatan
lnsentif  Pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun   2010      Nomorll9,   Tambahan   Lembaran
Negara Repub]ik Indonesia Nomor 5161) ;

8.      Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 42,
Tambahan   Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
6322);

9.      Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun
2006    tentang    Pedoman    Pengelolaan    Keuangan
Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,
terakhir  dengan  Peratura-.n  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor   21   Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua
Atas  Peraturan   Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   13
Tahun     2006     tentang     Pedoman     Pengelolaan
Keuangan      Daerah      (Berita     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2011  Nomor 310);

10.    Peraturan   Menteri   Kesehatan   Nomor   75   Tahun
2014  tentang  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  (Berita
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor
1676):

11.    Peraturan   Menteri   Kesehatan   Nomor   52   Tahun
2016  tentang  Standar  Tarif  Palayanan  Kesehatan
dalam       Penyelenggaraan       Program       Jaminan
Kesehatan    (Berita    Negara    Republik    Indonesia
Tahun    2016    Nomor    1601)    sebagaimana    telah
diubah    dengan    Peraturan    Menteri    Kesehatan
Nomor  4  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Kedua
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun
2016  tentang  Standar  Tarif  Palayanan  Kesehatan
dalan       Penyelenggaraan       Program      Jaminan
Kesehatan    (Berita    Negara    Republik    Indonesia



12.    Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2013  tentang
Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  (Lembaran  Daerah
Kabupateti   Bengkayang   Tahun   2013   Nomor   10,
Tambahan        I,embaran       Daerah       Kabupaten
Bengkayang  Nomor  10)  sebagaimana telah  diubah
dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2019
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor
10    Tahun    2013    tentang    Retribusi    Pelayanan
Kesehatan        (Lembaran  ,     Daerah        Kabupaten
Bengkayang   Tahun   2019   Nomor   2,   Tambahan
Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bengkayang  Nomor
2);

MEMUTUSRAN  :

Menetapkan    :    PERATURAN          BUPATI          TBNTANG          PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2019      TENTANG      PERUBAHAN      ATAS      PBRATURAN
DAERAH       NOMOR       10      TAHUN       2013       TENTANG
RETRIBUSI PELAYAINAN KESEHATAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.     Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.

2.     Pemerintah    Daerah    adalah    Pemeri.ntah    Daerah    Kabupaten
Bengkayang.

3.     Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.     Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten

Bengkayang.

5.     Unit    Pelaksana    Teknis    Pusat    Keseh€,`tan    Masyarakat    yang
selanjutnya disebut UFT Puskesmas adalali unit pelaksana teknis

pada.    Dinas    Kesehatan    dan    Keluarga   Berencana   Kabupaten
Bengkayang        yang        bertanggungjawiab        menyelenggarakan

pembarigunan  kesehatan  di  suatu  wilayah  kerja  di  Kabupaten

6.

Bengkayang.

Jaringan Puskesmas adalah unit sarana pelayanan kesehatan yang
mela.ksanakan   pelayanan   kesehatan   dasar   dibawah   struktur
Puskesmas.



7.     Puskesmas   Pembantu   yang   selanjutnya   disebut   Pustu   adalah

jaringan    pelayanan    Puskesmas   yang   memberikan   pelayanan
kesehatan  secara  permanen  di  suatu  lokasi  dalaln wilayah  ken.a

8.

9.

Puskesmas.

Puskesmas   Keliling   yang   selanjutnya   disebut   Pusling   adalah
kegiatan    puskesmas    yang    bertujuan    unturk    meningkatkan

pelayanan  kesehatan yang bersifat promotif dan  preventif dengan
menggunakan dengan kendaraan bermotor.,;

Pos  Kesehatan  Desa  yang  selanjutnya  disebut  Poskesdes  adalah
fasilitas    sarana   kesehatan    dalam    rangka    Upaya    Kesehatan
Bersumber  berdaya  Masyarakat  (UKBM) `'}ang  dibentuk  di  desa
dalam  rangka  mendekatkan/menyediakan  pelayanan  kesehatan
dasar bagi masyarakat desa.

10.   Petugas  pungut  adalah  pegawai    yang  diberi  tugas  tertentu  di
bidang   retribusi   daerah   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan

perundang-undanga.n yang berlaku.
11.   Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  adalah  pungutan  daerah  sebagai

pembayaran  a.tas jasa  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh
Pemerint..ah Daerah melalui Puskesmas.

12.   Wajib  Retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang  menurut

perundang-undangan    retribusi    diwajibkan    untuk    melakukan

pembayaran    retribusi,    termasuk    pemungut    atau    pemotong
retribusi tertentu.

13.   Masa    Retribusi    adalah    suatu   jangka`  waktu    tertentu    yang

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribtisi untuk memanfaatkan

jasa    dan    perzinan    tertentu    dari    Pemerintah    Daerah    yang
bers{?.ngkutan.

14.   Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selinjutnya disingkat SSRD,

aLdalah  bukti  pembayaran  atau  penyetoran  retribusi  yang  telah
dilakukan  deiigan  menggunakan  formulir  atau  telah  dilakukan

dengan  cara lain ke kas daerah  melalui tempat pembayaran yang
djtunjuk oleh Kepala Daerah.

15.   Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD,
adalah   siirat   ketetapa.n   retribusi   yang   menentukan   besarnya

jumlah pokok retribusi yang terutang.



i,i

16.   Surat  Ketetapan  Retribusj  Daerah  Lebih  Bayar,  yang  selanjutnya
disingkat    SKRDLB,    adalah    surat    ketetapan    retribusi    yang
menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi   lebih   besar   daripada   retribusi   yang   terutang   atau

seharusnya tidak terutang.
17.   Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

18.   Kas    Daerah    adalah    Bank    yang    ditunjuk    oleh    Pemerintah
Kabupaten untuk memegang kas daerah.

BAB  11

TEMPAT PBLAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

(1)     Tempat pelaksanaan pelayanan Kesehatan dilaksanakan melalui :
a.      IJPT Puskesmas Non Rawat lnap;

b.      UPT Puskesmas Rawat lnap;

c.      Puskesmas pembantu (Pustu);

d.      Puskesma`c!, Keliling (Pusling); dan

e.      Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

(2)     Tempat  sebagaimana  dimaksud  pa.da  Ayat  (1)  berada  di  wilayah
Kabupaten Bengkayang.

BA

TATA CARA PELAKSANAA

Ill

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

(1)     Pelaksanaan    pelayanan    kesehatan    didasarkan    pada    Standar
Pelayanan   Minimal  Bidang  Kesehatan  dan  Standar  Operasional

Prosedur (SOP).

(2)     Standar Operasional Prosedur  (SOP)  sebagaimana dimaksud  pada
Ayat! ( 1)  dilaksana.kan  berdasarkan  pelayanan yang tersedia  pada

UPT' Puskesmas dan jaringannya dan ditetapkan oleh Kepala UPT
Puskesmas   dan   harus   harus   dicantumkam   oleh   setiap   UPT
Puskesmas  dan jaringannya  agar  dapat  terlihat  dan  dibaca  oleh
masyarakat yalig ingin memperoleh pelayanan kesehatan.



(3)     Setiap   pengguna  jasa   pelayanan   yang   datang   ke   Puskesmas,
Pustu,  Pusling,  dan Poskesdes melakukan `pendaftaran pada loket

pendaftaran  yang  tersedia  dengan  menunjukkan  kartu  identitas
diri yang masih berlaku.

(4)     Pendaftaran  sebagaimana dimaksud  pada Ayat  (3)  tidak dipungut
/.1'

biaya.

(5)     Petugas    UPT    Puskesmas    memberikan    kartu    periksa/kartu
pengguna jasa  untuk  dibawa ke jenis  pelayanan  kesehatan yang
dibutuhkan,  sedangkan  Petugas  Pustu,  Pusling,  dan  Poskesdes
memberikan  kartu  periksa/kartu  pengguna   jasa  untuk  dilayani
sesuai dengan kapasitas saraila dan petugas yang tersedia.

BAB IV

TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1)     Pembayaran  biaya   pelayanan  untuk  UPT  Puskesmas  dilakukan
pada   petugas   loket   pembayaran   yang   ditetapkan   oleh   Kepala
Puskesmas.                                                                  ``

(2)     Pembayaran   pada   Pustu,    Pusling,    dan   Poskesdes   dilakukan
langsung     pada     sarana     pelayanan     kepada     petugas    yang

berta[iggung   jawab    terhadap    pelayanan    sekaligus    bertindak
sebagai petugas pungut,  yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.

BABV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 5

(1)     RetriLbusi   Pelayanan   Kesehatan   djpungut  dengan   menggunakan
SKRD daii atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)     F`ormulir   SKRD   dan   atau   dokumen   lain   yang   dipersamakan
sebagaimftna  dimaksud  pada  Ayat  (1)  terlampir  pada  lampiran  I

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)     Retribusi pelayanan  Kesehatan  dirinci secara terpisah  sesuai tarif

yang  ditetapkan  untuk  jenis  pemeriksa.an  atau  tindakan  yang



(4)     Jumlah    tagihan/pembayaran    retribusi   tpelayanan    Kesehatan
berdasarkan  bukt.i  pembayaran  dicatat  dqlam  buku  penerimaan
Puskesmas dan jaringannya.

(5)     Formulir   Bukti   Pembayaran   dan   Formulir   Bukti   Pembayaran
sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (4)  terlampir  pada  lampiran  11

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tata cara pembebatiari pembayaran retribusi Pelayanan Kesehatan bagi

pengguna jasa yang termasuk anggota Sistem Jaminan Sosial Nasional
bidang   kesehatan   dan   bidang   ketenagakeljaan,   termasuk   Pegawai
Negeri  Sipil  dan   anggota  keluarganya,   penerima  pensiunan   Pegawai
Negeri  Sipil  dan  anggota  keluarganya  dilaksanakan  sesuai  peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pembebasan  biaya  (gratis)  atas  pelayanan  kesehatan  dasar  pada  UPT
Puskesmas dan jaringannya dapat diberikan kepada :
1.      Bagi   masyarakat   Kabupaten   BengkayaFg   yang   memiliki   dan

memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bengkayang dan atau
namanya  tercantum  dalam  Kartu  Keluarga  yang  masih  berlaku

serta, bersedia menyerahkan fotocopinya;

2.      Pasien t.erlantar (yang belum diketahui keluarganya);

3.      Khusus bagi pasien yang bcrasal dari Panti Asuhan, Panti Jompo,
Pondok  Pesantren,   dan  anak  sekolah   dengan   membawa  surat

pengantar dari instansi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran

Pasal 8

(1)     Hasil  retribusi  Pela.yanan  Kesehatan  yang  diterima  oleh  petugas
pungut pada UPT Puskesmas dicatat setiap hari dan disetorkan ke
Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas paling lambat 1 x 24

Jam setelah retribusi diterima oleh petugas pungut.

(2)     Hasil  retribusi  Pelayanan  Kesehatan  yaprg  diterima  oleh  petugas

pungut pada Pusling, Pustu, dan Poskesdes dicatat setiap hari dan



(3)     Bendahara    Penerimaan   Pembantu   UFT   Puskesmas   menerima
laporan  pemungutan  dan  penyetoran  dari  petugas  pungut  pada
Pusling, Pustu, dan Poskesdes beserta uang hasil pemungutan dan
dicatat ke dalam Buku Pembantu Penerimaan Retribusi.

(4)     Bendahara Penerimaan Pembantu UPT Puskesmas menyetor uang
hasil  pemungutan  retribusi  Pelayanan  Kesehatan  ke  Kas  Daerah
dengan SSRD paling lambat tanggal  1  x 24 jam  setelah menerima
hasil pungutan retribusi dengan membuat Bukti Setor Bank.

(5)     Formulir  SSRD  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (4)   terlampir
pada 1..ampiran Ill yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6)     Buktii  Setor   Bank   dari   Bendahara   Penerimaan   Pembantu   UPT
Puskesmas diserahkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan
dan   Keluarga   Berencana   paling   lambat   1   (satu)   hari   setelah

penyetoran uang hasil pemungutan retribusi Pelayanan Kesehatan
Puskesmas ke Kas Daerah.

(7)     Bendahara Penerimaan  Dinas Kesehatan dan  Keluarga Berencana
melakukan   validasi    Laporan    Pungutan   dan    Penyetoran    dari

petugas   pungut   dan   membuat   rekapitulasi   penerimaan   hasil
pemungutan    UPT    Puskesmas    dan    dicatat    ke    dalam    Buku
Pembantu Penerimaan Sejenis.

BAB VI                   ,

PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu          i

Penagihan Utang Retribu§i

Pasal 9

(1)    Kepala    UPT    Puskesmas    nielaksanakan    penagihan    retribusi
Pelayanan   Kesehata.n   dalam   hal   utang   retribusi   sebagaimana
tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan (SKRDKB) ;

(2)    Penagihan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada Ayat  ( 1)  dilaksanakan apabila tidak dilunasi sampai dengan
tanggal jatuh tempcj.

(3)    Penagihan   Retribusi   Pelayanan   Kesehatan   adalah   serangkaian
tindakan  agar  Wajib  Retribusi  melunasi  utang  retribusi  dengan
Cara :



(5)    Formulir  urat  teguran/surat  peringatan  sebagaimana  dimaksud
pada Ayal  (4)  terlampir  pada lampiran IV yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(6)     Formulir  STRD  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (4)  terlampir

pada lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7)    Surat  teguran  sebagaimana  dimaksud  Pasal  (3)  diatas  berfungsi
untuk  memperingatkan  kepada  Wajib  Retribusi  untuk  melunasi
utang retribusinya.

(8)    Surat   teguran    sebagamana   dimaksud    pada   Ayat    (4)    diatas
dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran
terhitung  sejak  tanggal  SKRD  diterbitkan  dan  hanya  diterbitkan
satu kali.

Bagian Kedua            !{

Kedaluarsa Penagihan

Pasal  10

(1)     Hak  untuk  melakukan  penagihan  retribusi  Pelayanan  Kesehatan
menjadi   kedaluarsa   setelah   melampaui   waktu   3   (tiga)   tahull
terhitung  sejak  terutangnya  retribusi,  kecuali jika wajib  retribusi
melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2)    Kedaluarsa penagihan retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada Ayat ( 1) tertangguh jika :

a.      diterbitkan surat teguran, atau ;

b.      ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.

(3)    Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat  (2)   huruf  a,   kedaluarsa  penagihan  dihitung  sejak  tanggal

diLerima surat teguran tersebut.

(4)    Pengakuan  utang retribusi  Pelayanan  Kesehatan  secara langsung
sebagaimana      dimaksud      adalah      wajib      retribusi      dengan

kesadarannya menyatakan masih memptinyai utang retribusi dan
belu in melunasinya.

(5)    Pengakuan   utang   retribusi   Pelayanan   Kesehatan   secara   tidak
langsung  sebagaimana  diniaksud  pada  Ayat  (2)   huruf  b  dapat
diketahui  dari pengajuan  permohonan ar].gsuran  atau  penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.



BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal  1 1

(1)     Kelebihan  pembayaran  retribusi  pelayanan  kesehatan  pada  UP'I`
Puskesmas dan jaringannya dikembalikan kepada wajib retribusi.

(2)     Wajib  retribusi  pelayanan  kesehatan  pada  Upr  Puskesmas  dan
jaringannya   mengajukan   permohonan   pengembalian   kelebihan
pembayaran  retribusi  pelayanan  kesehatan  kepada  Kepala  Dinas
Kesehatan dan Keluarga Berencana.

(3)     Kepala  Dinas  Kesehatan  dan  Keluarga  Berencana  dalam jangka
waktu   paling  lama   6   (enam)   bulan   sejak  tanggal   diterimanya

perlnohonan, harus memberikan keputusari.
(4)     Apabila  jangka   waktu   sebagaimana   dimaksud   pada   Ayat   (3)

terlampaui dan  Kepala  Dinas Kesehatan  dan  Keluarga Berencana
tidak  memberikan  suatu  keputusan,  permohonan  pengembalian

pembayaran  retribusi pelayanan kesehatan  pada UPI` Puskesmas
dan   jaringannya    dianggap    dikabulkan    dan    SKRDLB    harus

diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1  (satu) bulan.

(5)     Apabila  wajib  retribusi  Pelayanan  Kesehatan  mempunyai  utang
retribusi   lainnya,    kelebihan   pembayaran   retribusi   pelayanan

kesehatan  pada  UPT  Puskesmas  dan  jaringannya  sebagaimana
dimaksud pada Ayat. ( 1)  1angsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(6)     Pengembalian      kelebihan      pembayaran      retribusi      Pelayanan
Kesehatan  sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)  dilakukan dalam

jangka  waktu   paling  lama  2   (dua)   bulan   sejak  diterbitkannya
SKRDLB.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Piutang Yang Dapat Dihapu,skan

Pasal  12

(1)     Piutang  retribusi   Pelayanan   Kesehatan  yang  dapat  dihapuskan
adalah   piutang  retribusi  yang   tercantum   dalam   SKRD,   STRD,

dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.



(2)    Piutang  retribusi  Pelayanan  Kesehatan  yapg  dapat  dihapuskan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1 )  untuk wajib retribusi pribadi
adalah piutang yang tidak dapat ditagih lagi karena :
a.     wajib  retribusi  meninggal  dunia  dengqn  tidak  meninggalkan

b.

harta;

wajib   ref.ribusi   tidak   mempunyai   kekayaan   lagi   dan/atau
dinyatakan pailit oleh intstansi berwenang;
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
wajib retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau t'iilang;
dokumen  sebagai dasar penagihan  retribusi tidak ditemukan
disebabkan  keadaan  yang  tidak  dapat  dihindarkan   seperti

bencana  alam,  kebakaran,  dan  lain  sebagainya  serta  telah
dilakukan    penelusuran    secara    optimal    sesuai    dengan
ketentuan perundang-undangan;

f.      hak pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan retribusi
tidak dilaksanakan  karena ada kondisi tertentu  sehubungall
dengan    adanya    perubahan    kebijakan    atau    perubahan

peraturari perundang-undangan; dan  )
9.      sebab lain sesuai hasil penelitian.

(3)     Piutang  retribusi  P€1ayanan  Kesehatan  yang  dapat  dihapuskan
sebagaimana   dimaksud   pada   Ayat   (1)  , untuk   wajib   retribusi

berbentuk  badan  adalah  piutang  yang  tidak  dapat  ditagih  lagi
karena :

a.     wajib retribusi bubar,1ikuiditas atau dinyatakan pailit;

b.     dokumen  sebagai  da.sar penagihan  retribusi  tidak ditemukan

disebabkan  keadaan  yang  tidak  dapat  dihindarkan  seperti
bencana  alam,  kebakaran,  dan  lain  sebagainya  serta  telah
dilakukan    penelusuran     secara    optimal    sesuai    dengan

C.

ketentuan perundang-undangan;
hak Pemerintah Daerah untuk melakukan panagihan retribusi

tidak  dilaksanakan  karena ada kondisi  tertentu  sehubungan
dengan    adanya    perubahan    kebijakan    atau    perubahan

peratura n perundang-undangan; dan
d.      sebab lain sesuai hasil penelitian.



Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang

Pasal  13

(1)    Untuk memastikan keadaan wajib retribusi yang tidak dapat atau
tidak  mungkin  ditagih  lagi  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam
Pasal    12    Ayat   (2)    dan   Ayat   (3),   wajib   dilakukan   penelitian

administrasi  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah

yang hasilnya adalah uraian penelitian.
(2)     Uraia]i   penelit.ian   sebagaimana   dimaksud   pada   Ayat   (1)   harus

menggambarkan   keadaan   wajib   retribusi   yang   bersangkutan
sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang retribusi yang
tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal  14

Piutang  letribusi   Pelayanan  Kesehatan  sebagaimana  yang  dimaksud
dalam  Pasal   12  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  h<anya  dapat  diusulkan  untuk

di.hapu s            setelah            adanya            penelitian            sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal  15

( 1)    Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana menyusun daftar usulan
penghapusan  piutang retribusi Pelayanan. Kesehatan berdasarkan
uraian penelitian sebagalmana dimaksud dalam Pasal  13.

(2)    Dinas  Kesehatan  dan  Keluarga  Berencana  menyampaikan  daftar
u sulan  penghapusan piutang retribusi Pe|ayanan Kesehatan yang
telah diteliti oleh Bupati.

(3)    Berdasarkan   usulan   piutang   retribusi   sebagaimana   dimaksud
pada   Ayat   (2)   Bupati   menerbitkan   Keputusan   Bupati   tentang

penghapusan piutang retribusi.
(4)    Berdasarkan Keputusan Bupati sebagalmana dimaksud pada Ayat

(3),     Kepala    Badan    Pengelola    Keuangan    dan    Aset    Daerah
melakukan :

a.     penetapan   mengenai   rincian   atas   besamya   penghapusan

piutang retribusi; dan
b.     hapus  tagih  dan  hapus  buku  atas  piutang  retribusi  sesuai



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Perat.uran Bupati ini mulal berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar   setiap   orang   mcngetahuinya,    memerint-ahkan   pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan  menempatkannya  dalam  Berita  Daerah
Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkanr #di Bengka.yang
Pada tanggal   11   Descm6£r 2019

Diundangkan di Bengkayarig
Pada tanggal   `2.   DOC/"6/r
Sekretaris Daerah Ka

2019
bKBengkayang

R35!:a  &AERAH    KABUPATEN   KA°BB#ATEN   BENGKAyANG   TAHUN   2oig



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR                          :        60        /DINKESKB/2019
TANGGAL                     :    `i  Dc"trr         2olg
TENTANG
PERATURAN       PELAKSANAAN       PERATURAN       DAERAH
NOMOR   2   TAHUN   2019   TENTANG   PERUBAHAN   ATAS
PERATURAN  DAERAH  NOMOR  10  TAHUN  2013  TBNTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

FORMULIR SKRD  DAN DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

a.       Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

LOGO KAB.

Puskesmas.......
Jl. . . '

SURAT KETERANGAN  RETRIBUsl
(SKRD)

Masa Retribusi

Tahun  Retribusi

NPWRD
Nama
Alamat
Tanggal Jatuh Tempo

Kode Rekenin

DAERAH

No.   Urut  :   .............

Iiil iii
URAIAN  RTERIBUSI  DAERAH JUMLAH

Retlibusi
Jumlah sangsi a.  Bunga

b.  Kenaikan
Total san

Jumlah keseluruhan
Terbilang  :

PERHATIAN  :
1.        Pembayaran melalui  Bendahara pembantu penerima Retribusi puskesmas ...........

2.       Terlambat membayar dari Tanggal Jatuh Tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 0/o ersen sebulan

20......

Kepala Pukesmas

No.  SKF`D
NPWPRD
Nama
Alamat

Yang menerima,
20......



b.   F`ORMULIR KARCIS

KOP  PUSKESMAS

KARCIS  BEROBAT

RETRIBUSI  PELAYANAN  KESEHATAN

Jenis Pelayanan
Rp

Rp
Rp

Jumlah

elah dikeluarkan pada tangga.I

Bendahara Penerimaan Pembantu,

NIP

20
Kepala puskesmas ........

c.     F`ORMULIR BUKTI  PEMBAYARAN

KOP  PUSKESMAS

BUKTI  PEMBAYARAN/KUITANsl

Bendahara Penerimaan  Pembantu  Puskesmas ...........

Telah menerima uang sebesar Rp ..,.

Terbilang

Dari nama

NPWPRD

Alamat

Sebagai  Pembayaran Retribusi  Pelayanan  Kesehatan pada Puskesmas ...
dengan rincian sebaga berikut :

KODE  REKENING URAIAN  RINCIAN  OBJEK JUMLAH

Rp

Rp

Rp

JUMLAH

Tanggal terima  uang  ......  2020

Bendahara Penerimaan Pembar.tu,

NIP

Pembayar/penyetor,



LAMPIRAN 11
KBPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR                   :      6o           /DINKESKB/2019
TANGGAL               :     |i   D,s.Mir         2olg
TENTANG
PERATURAN     PELAKSANAAN     PERATURAN     DAERAH
NOMOR  2  TAHUN  2019  TBNTANG  PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN     DABRAH     NOMOR     10     TAHUN     2013
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

FORMULIR BUKU PENERIMAAN RETRIBUSI

KOP  PUSKESMAS

BUKU  PENERIMAAN  RETRIBUSI  PELAYANAN  KESEHATAN
TAHUN

Periode bulan  :

HAR!/TANGGAL OBJEK RETIBUsl JUMLAH
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

JUMLAH

Bendahara Penerimaan Pembantu,



LAMPIRAN Ill
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR                   :       fo           /DINKESKB/2019
TANGGAL                :      ii   D£,,w,etr        2olg
TBNTANG
PERATURAN     PBLAKSANAAN     PERATURAN     DAERAH
NOMOR  2  TAHUN  2019  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN     DAERAII     NOMOR     10     TAHUN     2013
TENTANG RFTRIBUSI PELAYANAN KBSEHATAN

FORMULIR SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

LOGO RAB.

Puskesmas ...

Jl........

1.

2.

3.

4.

Nama wajib retribusi

Alamat

Nama Objek Retribusi

(SURAT SETORAN  RETRIBUSI DAERAH)
TAHUN

NpwpRD   : I - in -

:  Retribusi Pelayanan Kesehatan

Setoran (beri tanda V pada salah satu kotak dibawah ini)  :

iiE
iil
lil
iiE

Masa

SKRDKB

SKRDKBT

STRD

IJ
Besar Setoran

Bulan  :

No..

No

No

Tahun

Terbilang

Tanda tangan petugas penerima,

Lambar asli

Salinan  1

Salinan 2

Diterima oleh

Petugas Tempat Pembayaran
Tangga' :

20.

Penyetor

Untuk pe mbayar/penyetor/pihak ketiga
Untuk bendahara penerimaan

:  Arsip

BENGKAYANG,



LKAB¥%[TRUASNA[#BU:ATI&BNG?DY[ANNK%sKB/2019

NOMOR
TANGGAL               :       il    promctr        2olg
TENTANG
PERATURAN     PELAKSANAAN     PERATURAN     DAERAH
NOMOR  2  TAHUN  2019  TBNTANG  PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN     DAERAH     NOMOR     10     TAHUN     2013
TENTANG RETRIBUSI PBLAYANAN KESEHATAN

FORMULIR SURAT TEGURAN/ SURAT PERINGATAN

........,...........20

Nomor             :  900/ ......... /PKM
Si fat               : penting
Lamp.
Hal teguran/peringatan

KepadaYth

Di

Berdasarkan  data  pencatatan  pembukuan  dan  pelaporan
kami,   ternyata  hutang  Retribusi   Pelayanan   Kesehatan  yaitu

sampai  saat  ini  belum  Saudara  setor.

Kami   minta   sebe]um   berakhirnya   batas   waktu   penyetoran
sebagaimana yang tertera pada Surat Teguran,  segera  Saudara
setor  ke  Bendahara  Penerimaan  Pembantu  Puskesmas,  paling
lambat  [anggal  ...........  bulan  .........  Jam  ................ Wib.  Khusus

untuk  Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  bulan  ..............................

s/d      ,......................      20 .......,      karena     menurut     ketentuan

dibayarkan   pada   saat   Izin    Retribusi   Pelayanan   Kesehatan
dikeluarkan   sebelum   dipergunakan,   maka   dikenakan   sanksi
administrasi   sesuai   dengan   peraturan   perundang-undangan

yang berlaku.
Demikian  Surat  Teguran  ini  disampaikan,   agar  menjadi

perhatian Saudara dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

............ 20. .

Kepala Puskesmas ......

NIP..............

BENGKAYANG,



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR             :    Gci              /DINKESKB/2019
TANGGAL         :   U   D.a}a`mbcn       2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  DAERAH  NOMOR
2  TAHUN  2019  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN
DAERAH   NOMOR   10  TAHUN  2013  TENTANG  RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

F`ORMULIR STRD

LOGO RAB.

Puskesmas
Jl........

SURAT l-AGIHAN RETRIBUsl

(STRD)
Masa Retribusi
Tahun Retribusi

NPWRD
Nama
Alarnat

_                                                     Tanggal Jatuh Tempo

DAERAH

No.  Urut :

-in-I_      I___I

Bengkayang No ......   Tahun   2019,   telah dilakukan
keterangan   lain  atas  pelaksanaan kewajiban

i.                            Berdasarkan   pasal 9   Peraturan Bupati
penelitian   dan/atau   pemeriksaan  atau
Kode Rekening
Uraian Rekening
Dari   penelitian   dan   atau   pemeriksaan
harus dibayar adalah sebagai berikut

1)
Retribusi yang kurang
dibayar

2)      Sanksi Administrasi
a.      bunga
o.      Denda

tersebut  diatas.   penghitungan  jumlah   yang masih

Rp

3)      Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a+2b)

Terbilan
PERHATIAN

1.      Harap penyetoran dilakukan melalui  Bendehara penerima atau Kas Daerah
2.      Apabila   STRD   ini   tidak  atau   kurang   dibayar  setelah   setelah   lewat  waktu   paling   lama

30   hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 20/o
perbulan.

20..........  `  ................-.  `  .  .  `  .  .  -1,.1  ,,,,,  \  \`  ,  `  ``  `  .  -

Kepala  Pukesmas  ..........

No   SKF2D
NPWPRD
Nama
Alamat ``  -`'  `  -``  --`  '  --`-`  ``  ``  '  `'  `  ``  ',-

Yang menerima,
20-

NGRAYANG,


